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UNIVERSITAS BUNG  HATTA 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan pidana diterapakan hukuman maksimal adalah 15 tahun penjara 

dan denda paling banyak Rp. 5 miliar rupiah sedangkan pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana minimum yaitu penjara selama 

1 tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dalam 

perkara pidana telah terbukti semua fakta-fakta atau perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa maupun pertanggungjawaban pidana, unsur 

kealpaan (culpa) berdasarkan perbuatan melawan hukun maka terdakwa 

telah melanggar ketentuan dari Pasal 78 Ayat (3) jo Pasal 50 Ayat (3) 

huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 

tentang Kehutan.  

2. Berdasarkan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap  

pelaku tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan hutan untuk 

pembukaan lahan baru bahwa Hakim mempertimbangkan dari aspek 

pertimbangan yuridis maupun non yuridis baik dari perbuatan terdakwa 

maupun hukuman. Dalam pertimbangan yuridis dakwaan jaksa penuntut 

umum tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, 

keterangan, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang di ajukan 

dipersidangan. Dalam pertimbangan nonyuridis hakim mempertimbangkan 

dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
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B. Saran 

Berdasarkan uraian di atas sebelumnya,maka adapun saran dari penulis 

sebagai berikut: 

1. Dengan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan untuk pembukaan 

lahan seharusnya pelaku dijatuhi pidana penjara secara maksimum serta 

dijatuhi tindakan berupa peremajaan atau reboisasi. 

2. Upaya pencegahan harus dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai bahayanya  membuka  lahan  dengan cara 

membakar hutan. 
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